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(Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)
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UM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

rif Kasim Riau

T RHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU

O=iiak cipta milik UIN Suska Riau

UNEVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Bmenyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, vm:m_;_m: Um:c__mm: xmém ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Nama - Aidil Akbar
NIM © 12220115134
Program Studi - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk divjikan dalam sidang munagasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Pembimbing Skripsi L Pembimbing Skripsi 11
Kemas mmad Gemilang, S.H.I. M.H Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy
NIP. 199208272020121014 NIP. 198506022023212041

nery wis



‘nery eysng NIN uizi edue) undede ymuaq wejep Ui SN} eAIEY yninjes neje ueibeqes yeAueqladwaw uep uejwnwnbusw Buele|q 'z

NV VISNS NIN
o0}

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew njens uenelfur} neje YUy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uednnbuad ‘e

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul ANALISIS PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP
PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)
yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Akbar
NIM : 12220115134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munagasvah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanbaru, 24 Februari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH
Ketua
Irfan Zulfikar, MAg .

Sekretaris
Yuni Harlina, S§.H.I,, M. Sy

Penguji 1
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Penguji 2 —
Zulfahmi, S.Sy. MH

==, Mengetahui: ,
15 Syariah dan Hukum

~“J0r, 1 Maghfirah, M.A
1P, 197410252003121002

nery wi



‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ymuaq wejep iul sin} eA1ey yninjes neje ueibeqes yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
o0}

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew njens uenelfur} neje YUy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uednnbuad ‘e

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT
DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  Kasus  Nomor,
199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.) vang ditulis oleh:

Nama : Aidil Akbar

NIM : 12220115134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : K. Munagasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanharu, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
[rfan Zulfikar, M.Ag

-------------------------------

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.L., M. Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, 5.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH )

Penguji 2
Zulfahmi, S.8y. MH

e Mengetahui:
BN N Wakil Dekan |

nery wise



‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ymuaq wejep iul sin} eA1ey yninjes neje ueibeqes yeAuequadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
o0}

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew njens uenelfur} neje YUy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uednnbuad ‘e

Lampiran Surat;
Nomor  : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aidil Akbar
NIM : 12220115134
Tempat/ Tgl. Lahir . Pekanbaru, 26 November 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya “ANALISIS PUTUSAN
HAKIM  PENGADILAN AGAMA  BANGKINANG  TERHADAP
PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Nomor, 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

. Penulisan Disertasi/Fhesis/Skripsi/Karpa—Harish—lainaya*  dengan  judul
scbagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya
sendiri.

2. Semua Kutipan pada Karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/TFhesis/Skripsi/Karva-Imiah lainnya* saya ini, saya
sampaikan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
DisertasiFhesis/Skripsi/(Karva—Hmiah—lainnya*) saya tersebut, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,

Demikianlah Surat Pernyatzan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan
tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2026
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ABSTRAK

=~z O
giail Akbar (2025): Analisis Putusan Hakim  Pengadilan Agama
g : B Bangkinang Terhadap Penolakan Cerai Gugat
tg 9 o Ditinjau Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor
83 © 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn)
© ¢ Benelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara alasan

3 =

geeraan yang diajukan Penggugat yakni terkait judi, tidak memberi nafkah,
ea pértengkaran berkepanjangan dengan putusan hakim Pengadilan Agama
ga;f}gkinang yang menolak gugatan cerai dalam perkara Nomor
§99/Pdt%}/2025/PA.Bkn. Meskipun alasan Penggugat telah relevan dengan Pasal
390Undg1)1g-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan
Rasal 116 Kompilasi Hukum Islam, hakim tetap berpendapat bahwa bukti belum
dukup wntuk membuktikan terjadinya perselisihan yang tidak dapat didamaikan.
Kondis®ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian pertimbangan hakim
aengan @rinsip hukum Islam mengenai perceraian.
@ Adapun tujuan penelitian ini Adalah: partama, untuk mengetahui dan
E)nenganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan cerai gugat
pada perkara 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn. Kedua, untuk menilai kesesuaian
§ertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam
%ntang perceraian.
2 Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif,
gang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan

endekatan konseptual. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka
yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum,

oktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik
fenelitigh.
§ Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penolakan gugatan cerai
Bugat dilakukan hakim karena menilai bukti yang diajukan Penggugat belum
§ukup %embuktikan adanya perselisihan yang berat dan berkelanjutan. Hakim
gleman@ng bahwa rumah tangga para pihak masih berpotensi diperbaiki dan
gpaya perdamaian belum sepenuhnya maksimal. Namun, dalam perspektif hukum
Islam, &asan-alasan yang diajukan Penggugat sebenarnya telah memenuhi unsur
cerai, seperti tidak diberi nafkah, suami berjudi, dan terjadinya nusyuz. Dengan
demikiap, terdapat perbedaan antara pemenuhan unsur alasan perceraian menurut
hukum\éélam dan pembuktian formil menurut hukum acara yang menjadi dasar
putusanQakim.

w

Kata Klinci: Cerai gugat, pertimbangan hakim, Pengadilan Agama, hukum
Islam.
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Jhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang

=
3iipw egdio eH o

ntiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk

e uggﬁeqas diynBusw Bueseq °|

epu@ﬁuepun 1Bu

N

gu

a

Saae!

m setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis
(=

gunjo

(7))
pat ng)%nyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM

o Y12

)
ENG@ILAN AGAMA BANGKINANG TERHADAP PENOLAKAN
; =
"ERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus

omor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)”

Selanjutnya, Sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi

njuedouswW gAue) 1emsiin}

Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan

ue

&hiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga

=

(D . .

saat ini.g

o) -

2 o

& Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk
: |

» o

c

gnempe%leh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
()
! (@
Islam thkultas Syari‘ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
]
Kasim Riau.
<
Balam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat
w

c
beberapg kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pengerjaan.
=]

Namuny“berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala
V)

daya up)??/a, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh
V)
karena %u, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
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ng iii sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah

©

qﬁnbamu dalam penulisan skripsi ini:

Orang tua tercinta, Ayah penulis Ali Umar dan Ibunda penulis Nursina, yang
©

tel#h memberikan kasih sayang, do‘a yang tiada henti, dukungan moril dan

3
matgriil, serta semangat yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.

(e
Tanpa doa dan restu kalian, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi

ini %engan baik. Segala pengorbanan dan cinta yang tulus menjadi sumber
=

kel%atan terbesar dalam perjalanan akademik penuis. Semoga Allah SWT
sengntiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibunda.
Juga kepada abang kandung penulis Muhammad Ilham, yang telah
memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Prof. Dr. HJ. Leny Novianty MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H.

Rai#fani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, M.Eng,
o)

o
selaku Wakil Rektor 1I, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil

n
Re@or ne

(e
Ba@k Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

)
Balzhk Dr. Muhammad Darwis, S.H.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
<

dans';Hukum, Ibu Nusrasrina, S.E., M.SI, selaku Wakil Dekan II Fakultas
=

Syfiah dan Hukum, dan Ibu Dr. M. Alpi Syahrin, M.H, selaku Wakil Dekan
=

w
[IIFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

-

Kastin Riau.
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Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga

©
Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H, selaku
)

Sek?etaris Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Islam.

BaEak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H dan Ibu Yuni Harlina,

S.}%., M.Sy, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini gehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Ba&k Dr. H. Ahmad Zikri., S.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis,
»

yar% telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di

UI@'Sultan Syarif Kasim Riau.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif

Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran

sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska

Riau yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat
W

me%;bantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Keg'arga besar Hukum Keluarga Islam 2022 khususnya Hukum Keluarga

Isla%l C 2022, yang telah memberikan bantuan dan arahan pembuatan skripsi
-]

ini géng tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu.
-t

»
@'emikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungki. Namun penulis
)

menyad;{i bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan
=

baik di%ngaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu dengan segala kerendahan

w
hati p@ulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi

)

kesempgrnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang.
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1. [@laramgmengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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1. Dilarang meng@fip sebagian ata@Rselwduh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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®
“:—i- 5 Pernikahan merupakan ikatan suci antara scorang laki-laki dan
s E
Q.

perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,

& [E

§mav@ddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, serta

3

@ o

dilafidasi oleh kasih sayang dan ketenteraman. Dalam mewujudkan keluarga
~

yan%ideal ini, diperlukan adanya sikap saling toleransi, saling menghargai,

Bue

sertq%:"saling melengkapi antara suami dan istri. Karena begitu mulianya makna
pernikahan dalam Islam, maka segala bentuk tindakan yang dapat merusak
keutuhan rumah tangga sangat tidak dianjurkan, terlebih jika disebabkan oleh
persoalan-persoalan yang sepele. Islam memandang bahwa perceraian

merupakan perbuatan yang dibolehkan (halal), namun sangat dibenci oleh

JJagquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusw eduey Ul Sin} eAIEY yninjgs neje ueibeqas dunﬁueys Buese|q ‘L

AllahSWT.l
g Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:
(¢') g
r%;“d”ﬁ o) 158 gl Al J3 ST 18 Bl Zasdls a3
= P S .. Zs &
;c Q)JK.L.:)).EJCAY;JJJ&Q‘ da>19 8350

Artigya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia
men@iptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar
kam@& merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan
kasihi sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-Rum: 21).2

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk

um[ngg‘o

mengapai ketenteraman dan membangun hubungan penuh cinta dan kasih

TIeA

EAzizah Linda, ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’, 4/-’Adalah, Vol.
10, No. 2#(2012), h. 415.

mKementrlan Agama Republik Indonesia, A/-qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Kamila
Jaya Ilm152016) h. 406

nery
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sayang. Namun demikian, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan sesuai
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iharapan Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik, perselisihan, bahkan

g

iékekerasan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketidakharmonisan

3 ©

éyangJ terus-menerus dan tidak terselesaikan dapat memicu perceraian yang
3

ada-akhirnya berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi baik
-~

= . . g
aglzpasangan itu sendiri maupun anak-anak yang menjadi tanggungannya.

pu -Guegun 1

Bue

Dalfgnn situasi seperti ini, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk
1)

mergakhiri penderitaan salah satu atau kedua belah pihak.3
Py

g Dalam hukum nasional, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan
pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan
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pengadilan. Perceraian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak yang

diajykan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Meskipun dalam
Y
huk@ém Islam suami dapat langsung menjatuhkan talak, sistem peradilan

[

Indd:nesia mensyaratkan bahwa proses perceraian harus dilakukan di depan
=

sidagg pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

<
terh&dap hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian terjadi.*
<

o Secara garis besar, cerai gugat merupakan proses perceraian yang
LY

w
diajfikan oleh pihak isteri terhadap suaminya melalui pengadilan. Gugatan
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terségut kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan, sehingga hubungan

o3

=
ESiti Sri Rezeki, ‘Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut
Kompllam{ukum Premise Law Journal, Vol. 14, No. 1 (2015), h. 3.
mMuzakklr Abubakar, ‘Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah’, Kanun
Jurnal Ilrgu Hukum, Vol. 22, No. 2, (2020), h. 302.
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perkawinan antara penggugat (isteri) dan tergugat dinyatakan berakhir. Dalam

ukem perkawinan di Indonesia, putusnya perkawinan akibat perceraian
QO

ikegal dalam dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah
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3 . . . . .
SAgama, yang dalam praktik peradilannya dikenal sebagai gugatan perceraian.’

ep

=

< Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pun-6u

Bue

men;atakan bahwa berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh
e

beb?:rapa hal, yaitu meninggalnya salah satu pasangan, terjadinya perceraian,

sert%,adanya putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menegaskan

bahvf/a perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui persidangan di

pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua

pihak namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pada ayat (2) dijelaskan
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bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup
yang menunjukkan bahwa suami dan isteri tidak lagi memungkinkan untuk
hidyp bersama sebagai pasangan suami isteri.®

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menyatakan bahwa:

I @3¢

1]
“Perggraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
-

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

a. éalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemdat, penjudi dan
-]

ﬁin sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
o)

frut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang
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ES
fain diluar kemampuannya;
w

]

YErwin Hikmatiar, ‘Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat’, Salam: Jurnal Sosial Dan
Budaya Syar’i,Vol. 4, No. 1(2016), h. 135.

Zunaidi Abdullah, ‘Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai
Talak Méaurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI’, Yudisia : Jurnal Pemikiran
Hukum DEn Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, (2019), h. 186.
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pun-ﬁue(gun !Bunpumg_exd!o AeH

Bue

—h

Salah satu pihak medapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

©

yiang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
QO

=
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
©

membahayakan pihak lain.

3

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

=

&pat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
Z

g)ntara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
1)

g_ertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
Py

fangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.”’
Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan cerai

gugat, salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah
W

perl%ra cerai gugat Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn yang diajukan oleh

seorﬁng istri di Pengadilan Agama Bangkinang.8 Dalam perkara tersebut,
8

pihdg istri mengajukan cerai gugat dengan berlandaskan pada alasan-alasan
-]

yan%'sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan
-t

Per@rintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun

)
197%-}:tentang Perkawinan. yaitu:
c

ue)|

g’lnstruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam, pa8l 116.

¥. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesa Putusan No.

199/Pdt.GR2025/PA.Bkn tentang penetapan perkara cerai gugat,
https://pu%i}san3 .mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeffo7f05d7172e9ff0313230323232.ht

ml
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“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

unpuiig eidi yeH
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©

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi
QO

él_jgn lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Ealah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
t%rut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang
Ein diluar kemampuannya;

gﬁlah satu pithak medapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

1)
x~

%ng lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

éélah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istert,

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

”9

sgum
s

Pada kasus ini penggugat telah mengajukan beberapa alasan yang ada

N d1rwej

pada’ pasal tersebut, namun majelis hakim memutuskan untuk menolak

JAI

pertifohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar

ot
-

<

dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak gugatan

wn

tersebut serta sejauh mana keputusan itu mencerminkan penerapan nilai-nilai

hukﬂfn Islam.

 jLIe

7Y

$Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun

1974 tentéflg Perkawinan, Pasal 19.
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Penolakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri, meskipun telah

r ©
imermnuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum
g
3y =
§Isla1asl (masodirul ahkam), menjadi persoalan penting yang harus dikaji secara
3 ©
ékritﬁ Apalagi, keputusan hakim dalam perkara cerai tidak hanya berdampak
8 g

adastatus hukum, tetapi juga menyangkut kehidupan pribadi, psikologis, dan
-~

n-ﬁuﬁgun

u

masg depan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan analisis

Buep

merfﬁalam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam
(7))

-~
mer®lak perkara permohonan cerai gugat, khususnya dalam perkara Nomor
Py

199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya dalam persfektif
hukum Islam, alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon sudah terpenuhi.
Maka urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan hukum
Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam perkara
cerag gugat. Dengan demikian, penulis terdorong untuk mengangkat
perl’;iésalahan ini ke dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: ANALISIS

m
PU’EUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
TEICE;_HADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF

()
HUKUM ISLAM: (Studi Kasus Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.)

<
. Batfisan Masalah
»

Supaya penelitian ini terarah dan tidak lari dari topik yang

uejn

dipefinasalahkan maka penulis hanya akan membahas tentang alasan hakim
V)

B

dala;'t;fl menolak  permohonan cerai gugat pada perkara Nomor

%)
199/3’dt.G/2025/PA.Bkn ditinjau menurut hukum Islam secara normatif.
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. Rumusan Masalah.

©

T Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan yang
o)

g eydid yeH

en?)adi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

©

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai gugat
3

pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn?

=

: ]Eglgaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara

Bueppp-Buepun 1Buapui)

I}&_%mor 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn?

1)
x~

. Tuj%m dan Manfaat Penelitian
Adagun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai
gugat pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA .Bkn.

2. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim dalam perkara Nomor

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q
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199/Pdt.G/2025/PA.Bkn sudah sesuai dengan Hukum Islam.
Adag)un manfaat penelitian sebagai berikut:

Y
1. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan

:Jaquins uejingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey (Ul sin} eAIgy yninjas neje ueibeqes diynbusw buese|q -

ilmuan dan untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke

lam kehidupan masyarakat.

ISIGATU FOTUIR]S

agi Mahasiswa

N
ool

Menambah wawasan mahasiswa tentang bagaimana pertimbangan
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kim dalam memutuskan perkara No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.
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KAJIAN PUSTAKA

EH @

gka Teoritis

1?10

ngadllan Agama
Kata pengadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “adil” sebagai

jemahan dari kata qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan

NIf'EPHI!LUe

g}enyelesaikan. Dalam litratur-literatur figih Islam peradilan disebut qadha

S N

$eperti firman Allah SWT dalam Al-qur’an:™

sw Mo o

Tl (e A3 g L

Artinya: “manakalah Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari
Zainab”. (Al-Ahzab: 37).

neiy e

Ada juga yang berarti menunaikan atau telah melaksanakan

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

f)&‘é‘ UO).L,A.“ML)U

Krtinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di
mi” (Al-Jumu’ah: 10).*?

Selain dimaknai sebagai proses penyelesaian dan penunaian, istilah

eradilan dalam kajian fikih dikenal dengan sebutan gadha’ dan aqdliyah.

i) Fwe|sy ge

ecara bahasa, gadha’ memiliki arti melakukan, melaksanakan, atau

BIdA

ienyelesaikan suatu perkara. Adapun al-qadha’ merujuk pada lembaga

ngadilan, sehingga agdliyah dapat dipahami sebagai pihak atau orang

s g

ng menjalankan fungsi peradilan.®®

h. 1

Ba51q Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017),

juredlg ue)

%Kementrlan Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 423
B Ibid, h. 554
§ Imron, Peradilan Agama Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), h. 20.
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Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan

©
terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

QO
-~
menyatakan: ‘“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
©
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara
3
arang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat,
=

ﬁbah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syatri’ah.”14

Peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam

ASNS N

memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya menegakkan

d

Iéﬁkum dan mewujudkan keadilan. Sementara itu, pengadilan adalah badan
atau organisasi yang menjalankan fungsi tersebut melalui proses
penegakan hukum dan pemberian keadilan. Bahwa Islam telah masuk ke
Indonesia dengan membawa kesejukan bagi rakyat Indonesia yang mana
dalam lini kehidupan sehari-hari umat Islam selalu bersentuhan dengan
15

tata aturan agama yang berhubungan erat dengan hukum di Indonesia.

Peradilan agama memiliki peranan strategis bagi bangsa Indonesia,

I 23e3S

S

trdak hanya untuk masyarakat pencari keadilan akan tetapi bagi

w

icg:l'asyarakat Muslim Indonesia pada umumnya, peradilan agama dan

-]
Igékimnya tidak hanya memainkan peran sebagai institusi dan orang yang

-t
»

@emberikan putusan hukum atas sebuah kasus yang terjadi melalui proses
o
Eeradilan, akan tetapi lebih dari itu peradilan agama telah menjadi pranata
=

g)sial hukum Islam yang tidak memiliki jarak dengan masyarakat Muslim,
w

g
¥ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 22 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Pasal 49.

(Jakarta:

B Abdul Manan, Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI,
Brenadamedia Group, 2019), h. 37
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karena para hakimnya tidak sedikit berperan sebagai pengayom dan

©)

pembina mental spiritual matsyatrakat.16

Peradilan Agama merupakan istilah resmi yang digunakan untuk

enyebut salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada dalam

w 81dio ye

iistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain Peradilan Agama,
tgrdapat tiga lingkungan peradilan negara lainnya, yaitu Peradilan Umum,
g)eradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalam
»

gndang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
P;éntang Kekuasaan Kehakiman ditambah konstitusi.’

Keberadaan peradilan agama di Indonesia bersama-sama dengan
hadirnya kerajaan Islam di Nusantara jauh sebelum penjajahan Belanda
menginjakkan kakinya di bumi pertiwi. Pemerintah Republik Indonesia
hanya meneruskan apa yang sudah ada pada saat negara ini
diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945
W

%hingga layak dikatakan bahwa peradilan agama sebagai cagar budaya

ﬁangsa yang tetap harus dijaga keberadaannya dalam menjaga keutuhan

E

NKRI"

S

g' Peradilan agama termasuk salah satu bentuk peradilan khusus yang
-t

éﬂa di Indonesia. Selain peradilan agama, terdapat pula peradilan militer
)

dan peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari peradilan khusus
c

ginnya. Istilah peradilan khusus digunakan karena lembaga ini memiliki
w

<

-

16° 77 -
=/Ibid.
K Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep, dan Praktik di

Pengadilgn Agama, (Malang: Setara Press, 2014), h. 10

'Abdul Manan, Op. Cit., h. 39
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kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu atau yang

©

melibatkan golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini peradilan agama
QO

.y
hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan tidak mencakup

©

seluruh perdata Islam lainnya dan tidak termasuk perkara pidana dan
3

terkhusus untuk orang-orang Islam di Indonesia. Bahwa dirangkainya kata
=

%radilan Islam dengan Indonesia adalah karena jenis perkara.19

(C/) Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi: kekuasaan negara yang

(2]
-

{;?Olerdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang
genjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang
dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima memeriksa
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan
keadilan, sebagai tujuan.

Ketentuan mengenai Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam

Bab IV Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan

V)
-~

frsebut dijelaskan bahwa hukum acara yang diterapkan di Pengadilan

»

[

V]
Agama pada dasarnya mengikuti Hukum Acara Perdata yang berlaku di
(2}

ﬁ:ngkungan Peradilan Umum, kecuali untuk hal-hal tertentu yang telah
<

aiatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.20

I

Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
enyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan sesama

hak yang beragama Islam di bidang tertentu.:

2021), h.

> fuie

bid., h. 40
udirman, Hukum Acara Peradilan Agama, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,

5}

UoIsa
S
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Perkawinan
Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan bedasarkan hukum
Islam;
Wakaf dan shadaqgah.
Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Peradilan Agama

enerapkan hukum acara yang bersumber dari berbagai ketentuan

S NBN M!Iw 21dIo YeFo &

peraturan perundang-undangan. Selain itu, praktik peradilannya juga
»
tzr;lerujuk pada hukum acara yang hidup dalam hukum tidak tertulis, yaitu
Iéﬁkum formal Islam yang belum sepenuhnya dikodifikasi dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka
hukum acara peradilan agama sudah kongkrit, yaitu: “Hukum Acara yang

berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah
W

éiatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama”.21

ﬁutusan Hakim

8

"c’: Produk hakim dalam persidangan terdiri dari tiga jenis, yaitu
=

giltusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan
-t

w»

akim tertulis yang dibacakan dalam sidang terbuka sebagai hasil

g

meriksaan perkara gugatan. Penetapan merupakan pernyataan hakim
rtulis yang diucapkan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan

rkara permohonan. Sementara itu, akta perdamaian adalah dokumen

M JLIBAS W@ NG Jo

Ihid., h. 21-22

uRge

nery



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep (ul sin} A1ey yninias neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

&

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

h)

3,
\/Ia

>

%0

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

13

yang memuat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa dan

©)

memiliki kekuatan hukum seperti pu‘fusan.22

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim

g1dio e

laku pejabat negara yang memiliki kewenangan, disampaikan dalam

alw

ang pengadilan, dan berfungsi untuk memberikan penyelesaian akhir

&N A

rhadap perkara atau perselisihan yang terjadi antara para pihak.23
Agar dapat menjatuhkan putusan yang benar-benar menjamin
pastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur

gara sekaligus pelaksana kekuasaan kehakiman harus memahami secara

NBIY BEYSNS N

menyeluruh pokok perkara yang dihadapi serta ketentuan hukum yang
mengaturnya untuk kemudian diterapkan secara tepat.?*

Putusan hakim dalam proses peradilan memiliki beragam bentuk
yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang tertentu. Apabila
dilihat dari fungsinya dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara,
W
%Jtusan hakim dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut®:

Putusan Akhir, merupakan putusan yang mengakhiri proses
pemeriksaan perkara di persidangan, baik yang telah melalui seluruh
tahapan pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahapan
tersebut. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap pemeriksaan terakhir,

namun telah menghentikan proses pemeriksaan perkara, termasuk

dalam kategori putusan akhir:

Alg uelng Jo AJISIFATU DTWEYS]

?_3; Yulia, Hukum Acar Perdata (Sulaweis: Unimal Press, 2019), h. 81.
BMartha Eri Safira, Hukum Acara Perdata, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h.132.
P Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Umum, (Jakarta:

Pustaka Kartini, 1998), h. 83.

8op. Cit, Yulia, h. 81
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1) Putusan gugur

2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet

3) Putusan tidak menerima

4) Putusan yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak
berwenang untuk memeriksa suatu perkara termasuk dalam
kategori putusan akhir. Pada prinsipnya, setiap putusan akhir dapat
diajukan upaya hukum, kecuali apabila undang-undang
menentukan ketentuan yang berbeda.

Putusan Sela, Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan ketika
proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, dengan tujuan untuk
mendukung kelancaran jalannya persidangan. Putusan ini tidak
mengakhiri pemeriksaan perkara, tetapi memiliki pengaruh terhadap
arah serta tahapan pemeriksaan selanjutnya. Secara bentuk, putusan
sela disusun sebagaimana putusan pada umumnya, namun tidak dibuat
dalam dokumen tersendiri, melainkan dicantumkan dalam berita acara
persidangan.

Putusan sela wajib dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang hadir
dalam persidangan. Kedudukan putusan sela tidak terlepas dari putusan
akhir, karena sifatnya tidak berdiri sendiri dan nantinya akan menjadi
bagian dari pertimbangan dalam putusan akhir. Hakim tidak terikat
sepenuhnya pada putusan sela dan dapat mengubahnya sesuai dengan

keyakinan dan penilaiannya dalam proses pemeriksaan.
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Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan upaya banding
secara terpisah, kecuali diajukan bersamaan dengan putusan akhir. Para
pihak tetap berhak meminta salinan resmi putusan sela tersebut dengan
menanggung biaya sendiri. Adapun jenis-jenis putusan sela meliputi
putusan preparatoir, interlocutoir, incidentieel, dan provisioneel.

1. Putusan preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan selama proses
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persidangan dan  berkaitan dengan kelancaran jalannya
pemeriksaan, sebagai langkah persiapan menuju penjatuhan
putusan akhir.

Putusan interlocutoir merupakan putusan yang memuat perintah
terkait proses pembuktian, misalnya perintah untuk menghadirkan
dan memeriksa saksi atau melakukan pemeriksaan setempat.
Karena berkaitan langsung dengan tahap pembuktian, putusan ini
dapat berpengaruh terhadap putusan akhir yang akan dijatuhkan.
Putusan Incidentieel adalah putusan yang berkaitan dengan
peristiwa insidentil, yaitu keadaan yang untuk sementara
menghentikan atau menyimpang dari prosedur peradilan biasa.
Putusan ini belum menyentuh pokok perkara, melainkan berkaitan
dengan hal-hal tambahan, seperti putusan yang memperkenankan
pihak ketiga turut serta dalam perkara melalui mekanisme
vrijwaring, voeging, atau tussenkomst.

Putusan Provisioneel adalah putusan yang menanggapi tuntutan
provisi, yakni permohonan dari salah satu pihak yang berperkara

agar  diberikan  tindakan  sementara demi  melindungi
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kepentingannya sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh,
dalam perkara perceraian, sebelum pokok perkara diputus, istri
dapat memohon agar dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah
dengan suaminya.26

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat

NXIIw eydio yeH o

gltusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:
&’ Putusan Gugur merupakan putusan yang menyatakan gugatan atau

permohonan menjadi gugur karena penggugat atau pemohon tidak

nely eys

hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut,
sementara pihak tergugat hadir dan mengajukan permohonan agar
perkara diputus. Putusan gugur dapat dijatuhkan pada sidang pertama
maupun pada sidang berikutnya, sepanjang belum memasuki tahap
pembacaan gugatan atau permohonan.

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan
karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan,
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sementara penggugat
hadir serta meminta agar perkara diputus. Istilah verstek menunjukkan
keadaan tidak hadirnya tergugat. Putusan verstek dapat dijatuhkan
pada sidang pertama maupun sidang berikutnya, yaitu setelah tahap
pembacaan gugatan dan sebelum masuk pada tahap penyampaian
jawaban tergugat, dengan ketentuan seluruh tergugat belum pernah

hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi.

3 J1ieAg uej[ng jo AJISIdAIU() DIWR[S] 3}e}§ T

Ihid., h. 82
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Putusan Kontraktoir merupakan putusan akhir yang dijatuhkan atau
dibacakan dalam persidangan tanpa dihadiri oleh salah satu pihak atau
beberapa pihak. Namun, dalam proses pemeriksaannya disyaratkan
bahwa baik penggugat maupun tergugat sebelumnya pernah hadir
dalam persidangan. Terhadap putusan kontradiktoir tersebut, para
pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.27

Selanjutnya Apabila ditinjau berdasarkan sifatnya terhadap

nsekuensi hukum yang dihasilkan, maka putusan pengadilan dapat

klasifikasikan sebagai berikut:

Putusan Diklatoir, adalah putusan yang semata-mata menetapkan atau
menegaskan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang sah menurut
hukum. Seluruh perkara yang bersifat voluntair diselesaikan melalui
putusan deklaratoir yang dituangkan dalam bentuk penetapan
(beschikking). Amar putusan deklaratoir umumnya menggunakan
rumusan “menyatakan”. Putusan ini tidak memerlukan pelaksanaan
eksekusi dan tidak menimbulkan perubahan ataupun pembentukan
hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum terhadap
keadaan hukum yang telah ada sebelumnya.

Putusan  Konstitutif, merupakan putusan pengadilan yang
menimbulkan atau membentuk keadaan hukum baru yang berbeda dari
keadaan hukum sebelumnya. Jenis putusan ini berkaitan erat dengan

status hukum seseorang atau hubungan keperdataan antar subjek

usge

nery

‘Ihid, h. 83-84
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hukum. Putusan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi
dan dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan. Amar putusan
konstitutif umumnya menggunakan rumusan seperti “menetapkan”
atau kalimat aktif lainnya yang secara langsung menyentuh pokok
perkara, misalnya dalam hal pemutusan perkawinan. Keadaan hukum
baru yang ditimbulkan oleh putusan konstitutif mulai berlaku sejak
putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Kondemnatoir, adalah putusan yang berisi perintah atau
hukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan guna
memenuhi suatu prestasi. Putusan jenis ini dijumpai dalam perkara
yang bersifat kontentius. Amar putusan kondemnatoir umumnya
menggunakan kata “menghukum” dan memerlukan pelaksanaan
eksekusi. Apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan
isi putusan secara sukarela, maka berdasarkan permohonan pihak yang
berkepentingan, pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut dapat
melaksanakan eksekusi secara paksa. Pada prinsipnya, putusan baru
dapat dieksekusi setelah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali
dalam keadaan wuitvoerbaar bij voorraad, yaitu putusan yang dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum

(putusan serta-merta).?®

wR e
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3. Pertimbangan Hakim
©
T Pertimbangan hakim merupakan tahap penting di mana majelis
QO

.y
hakim menilai dan mengevaluasi fakta-fakta yang muncul selama proses
©
persidangan. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi dasar utama dalam
3
menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum,
=

sgerta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu,

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

gakim harus menyusun pertimbangannya dengan penuh ketelitian,

(2]
-

kecermatan, dan kehati-hatian. Jika pertimbangan tersebut dilakukan
Py

Secara sembarangan atau kurang cermat, maka putusan yang dihasilkan
berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.29

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim membutuhkan pembuktian

sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tahap

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

pembuktian merupakan bagian terpenting selama proses persidangan.

Tujuan pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta
w
zang diajukan memang benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat
ﬁutusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat memberikan putusan
58

§ebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya,

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

un

%hingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.*

Dalam pembuktian suatu peristiwa dalam perkara perdata,

B Jo A3181

nggugat dapat mengajukan bukti di hadapan hakim agar dapat

isaksikan secara langsung. Namun demikian, hakim dalam sistem HIR

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep (ul sin} A1ey yninias neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z
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gierzien Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de

: 1

P Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 140
Blbid., h. 141
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Buitengewesten) terikat pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur

©

dalam undang-undang. Hal ini berarti hakim hanya dapat menjatuhkan

V)

-~
putusan berdasarkan alat bukti yang diakui secara hukum. Berdasarkan

©

Pasal 164 HIR dan 284 RBg, dikenal lima jenis alat bukti dalam perkara

3

perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.31

nNely e)xsns N X

Alat bukti surat

Merupakan alat bukti tertulis yang memuat tanda-tanda bacaan
dengan maksud menyampaikan buah pikiran atau isi hati seseorang
yang digunakan dalam proses pembuktian. Surat dibedakan menjadi
dua jenis, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta sendiri
dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik
dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang dan memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna, baik secara formil maupun materil. Akta
ini dapat berbentuk akta ambtelijk, yakni akta yang dibuat oleh pejabat
yang mencatat peristiwa yang dilihatnya sendiri, maupun akta partai
yang dibuat di hadapan pejabat dan ditandatangani oleh para pihak.
Sementara itu, akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa
keterlibatan pejabat, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian
yang sekuat akta otentik.*

Kesaksian

Merupakan alat bukti berupa keterangan yang disampaikan

secara lisan dan langsung oleh saksi di hadapan persidangan. Tujuan

JureAg uejng JoMjISIdATU) dDTWER][S] d}€}S

M. Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, (Semarang: CV. Rafi Sarana
Perkasa, 3022), h. 226
EIbid., h. 228
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kesaksian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim
mengenai kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan. Oleh karena
itu, ada beberapa unsur penting dalam kesaksian, yaitu: keterangan
harus diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di pengadilan;
tujuannya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang

disengketakan; serta saksi bukan merupakan salah satu pihak dalam

3

Terdapat beberapa jenis saksi yaitu:

a. Saksi sebagai alat bukti adalah saksi yang jumlahnya sekurang-

kurangnya dua orang serta telah memenuhi ketentuan syarat formil
dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara.

Saksi tunggal (unus testis nullus testis) adalah keadaan ketika
hanya terdapat satu orang saksi. Dalam kondisi tertentu, hakim
dapat mempertimbangkan keterangan seorang saksi untuk menilai
terbuktinya suatu peristiwa. Namun demikian, ketentuan Pasal 169
HIR menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa
didukung alat bukti lain tidak dapat dijadikan dasar pembuktian
yang sempurna. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah
dikabulkannya suatu gugatan apabila dalil-dalil penggugat dibantah
oleh tergugat dan hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi

semata.

2y Jrredg uejng jo AJISIdATU) dDTWER][S] 3)el§
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Darania Anisa, Hukum Acara Peradilan Agama, (Padang Sidempuan: CV. Adanu
024), h. 112-113
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c. Saksi testimonium de auditu adalah saksi yang menyampaikan
keterangan berdasarkan apa yang didengarnya dari pihak lain.
Keterangan saksi semacam ini pada dasarnya tidak memiliki nilai
pembuktian yang kuat. Larangan yang ditekankan oleh hukum
acara adalah apabila saksi tersebut menyampaikan penilaian
pribadi, menarik kesimpulan, atau menurut ketentuan Pasal 171
ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) RBg memberikan pendapat
maupun perkiraan-perkiraan.

Mengenai kekuatan pembuktian saksi, Pasal 1908 KUH
Perdata dan Pasal 172 HIR menyebutkan bahwa kesaksian memiliki
kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Artinya, hakim tidak terikat
untuk menerima atau menolak keterangan saksi, melainkan dapat
menilainya berdasarkan pertimbangan yang logis, termasuk melihat
kesesuaian antara keterangan para saksi.

Karena sifatnya yang tidak mutlak, maka dalam pembuktian
diperlukan minimal dua orang saksi yang sah. Namun, apabila hanya
terdapat satu saksi, keterangannya tetap dapat dipertimbangkan apabila
diperkuat dengan satu alat bukti lain yang relevan dan mendukung isi
keterangan tersebut. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk
menjadikan keduanya sebagai dasar dalam mengambil keputusan.34
Persangkaan

Merupakan kesimpulan yang ditarik dari fakta yang sudah

terbukti untuk membuktikan fakta lain yang belum terbukti.

wRge
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‘Ibid., h. 114
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Persangkaan dapat bersumber dari undang-undang maupun hasil
penilaian hakim atas fakta-fakta di persidangan. Misalnya, dalam Pasal
5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jika seorang istri tidak diketahui
keberadaannya selama dua tahun, maka suami dapat mengajukan
permohonan poligami tanpa persetujuannya, yang dalam hal ini
dianggap sebagai persangkaan hukum.*
Pengakuan

Merupakan pernyataan dari salah satu pihak yang mengakui
kebenaran suatu dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Pengakuan ini
dapat dilakukan di dalam atau di luar persidangan, namun yang
memiliki kekuatan pembuktian yang sah adalah pengakuan dalam
persidangan. Pengakuan menghilangkan kewajiban pembuktian dari
pihak yang mendalilkan karena dalil tersebut telah dibenarkan oleh
pihak lawan.*
Sumpah

Merupakan alat bukti terakhir yang digunakan ketika bukti
lainnya tidak cukup. Sumpah bersifat religius dan dianggap sebagai
janji kepada Tuhan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar.
Dalam sistem HIR dikenal tiga jenis sumpah, yaitu sumpah pelengkap,
sumpah pemutus, dan sumpah penaksir. Masing-masing memiliki
fungsi dalam melengkapi, menguatkan, atau bahkan memutus suatu

perkara apabila bukti lainnya belum meyakinkan hakim.*

IeAg uejng Jo AJISIdATU) DTWE[S] L)y

¥ Umarwan Sutopo, Dkk, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik,
(Ponorog#s CV. Nata Karya, 2021), h. 117

% Ibid. h. 118

ZIbid. h. 120
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Pada dasarnya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan

@)
sebaiknya memuat beberapa hal penting berikut:

NeIYEe)SNS NIN YPIw ejdi®ye

Uraian mengenai pokok perkara, termasuk fakta-fakta yang diakui
serta dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak.

Analisis yuridis yang menyeluruh terhadap seluruh aspek perkara,
dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terbukti selama
persidangan.

Pembahasan terhadap setiap bagian petitum yang diajukan oleh
penggugat, yang harus dipertimbangkan dan dinilai satu per satu agar
hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti serta
layak untuk dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan.®®

Pertimbangan hakim selanjutnya dituangkan dalam bentuk putusan

tertulis. Suatu putusan yang baik adalah putusan yang mampu memenubhi

fiba aspek penting secara seimbang, yaitu:
)

gey JrreAg uejnggo AJISIdATUN dTWER[SY 3}

Kepastian hukum, berarti hukum harus diterapkan dan ditegakkan
secara konsisten untuk setiap kasus nyata tanpa ada penyimpangan.
Kepastian hukum ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari
tindakan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban sosial.

Keadilan, masyarakat mengharapkan bahwa dalam penerapan hukum,
nilai-nilai keadilan selalu diperhatikan. Hukum harus berlaku untuk
semua orang secara sama, tanpa membedakan status atau perbuatan

seseorang.
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‘Ibid., h. 142
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Manfaat, hukum dibuat untuk kepentingan manusia, sehingga
masyarakat berharap pelaksanaan hukum membawa manfaat dan tidak

menimbulkan  kegelisahan atau gangguan dalam kehidupan

ejdio yeH o ©

bermasyarakat.*
éerai Gugat Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia

Istilah perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

NIN

bersumber dari kata “cerai” yang bermakna berpisah. Secara pengertian,

sn

perceraian dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri.
Selain itu, KBBI juga memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis cerai,
c
yakni cerai talak yang dimaknai sebagai hidup terpisah antara suami dan
istri selama keduanya masih hidup, serta cerai mati yang diartikan sebagai
berakhirnya ikatan perkawinan akibat salah satu pihak meninggal dunia.*
Menurut Rusdaya Basri, khulu’ adalah bentuk perceraian antara
suami dan istri yang disertai pemberian kompensasi dari pihak istri kepada
@ami. Khulu’ juga dikenal dengan istilah fidyah atau tebusan, karena
gerceraian terjadi atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah harta

»
Repada suami sebagai imbalan agar suami bersedia menjatuhkan talak.*!

Cerai gugat dalam hukum perdata Islam, sebagaimana diatur dalam

STRAIUN) D

asal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan gugatan perceraian

I

ng diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang

g4

layah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Ketentuan ini tidak

Ag uejghg

39 ;4 -
= Ibid., h. 35
% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (Jakarta:

Balai Pus#ka, 2002), h. 278.

h. 17

@ Rusdaya Basri, Figih Munakahat 2, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),

nery w
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berlaku apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

B o
o
]

Gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri, baik secara langsung

g1dio ye

aupun melalui kuasa hukumnya, kepada Pengadilan yang wilayah

IQ‘LU

ukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. Ketentuan tersebut tidak
rlaku apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman

rsama tanpa persetujuan tergugat. Dalam hal penggugat bertempat

etsnNg NI A

=

ggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang

d

1layah hukumnya meliputi tempat tinggal tergug:{at.43

n es

Apabila penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di
luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang
wilayah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan para
pihak, atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
;1;'974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 39 ayat (1) dan (2),
S

@rceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

[

ngadilan berusaha melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah

IU

éihak namun tidak berhasil. Selanjutnya, perceraian hanya dapat
éi.kabulkan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak
é’épat hidup rukun sebagai suami istri.*®

3

# Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam, Pasal 132.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Pasal 74.7

Wibid.

& Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

39 ayat (§ dan (2).
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Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian, termasuk cerai gugat

©

yiang diajukan istri, bukanlah perkara yang ringan dan harus melalui proses
QO

quum yang ketat untuk memastikan bahwa penyelesaian rumah tangga
glflakukan dengan cara yang benar dan adil.

Dengan demikian, cerai gugat dalam konteks hukum perdata Islam
Indonesia tidak dapat diproses secara sepihak tanpa melalui pengadilan
n upaya mediasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga
utuhan rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan hukum

pada kedua belah pihak.

N1y ZYS|S Nen ! w

Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Cerai gugat dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu’ QLJ\ Kata éal\
dengan didhommahkan hurup kha’nya dan disukunkan huruf Lam-nya,
berasal dari kata Qk <&l Maknanya melepas pakaian, kemudian
digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk
W
%elepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai
gakaian.ﬂ's Dimana Allah berfirman dalam Al-qur’an sebagai berikut:
R AREEA R )

Artinya: mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian
Bagi mereka(Qs. Al-baqoroh: 187).4
<

ATU) dTW

Dikatakan khala’a malbasahu, maksudnya seseorang melepas

[nS jo

pakaianya, khala’at al maratu zaujaha maksudnya seorang isteri

u

%’wlepaskan diri dari suaminya apabila ia memberikan hartanya kepada

18

“Henderi Kusmidi, ‘Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif

Hukum Iaam’, El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 7.1 (2018), h. 38.

g'Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 29

nery



h)

3,

AV VYSNS NIN
— )
=h

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep (ul sin} A1ey yninias neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z
‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

0

\/fa

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

28

suaminya.48 Khulu’ dalam istilah syariat adalah perceraian yang diajukan

©

atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah kompensasi kepada

QO
-

suami sebagai tebusan. Dengan demikian, istri melepaskan ikatan
=
perkawinan dengan memberikan penggantian kepada suaminya.49

;% Dalam ajaran Islam, apabila suami merasa dirugikan oleh sikap
agau keadaan istrinya, maka ia memiliki hak untuk menjatuhkan talak.
gebaliknya, apabila istri merasa dirugikan oleh perilaku maupun kondisi
%aminya, ia berhak mengajukan gugatan perceraian yang dikenal dengan

g;[ilah khulu’. Dalam terminologi fikih, khulu’ juga disebut sebagai
tebusan, karena istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan
memberikan kompensasi kepada suami, umumnya berupa pengembalian
mahar sebagaimana yang diterimanya saat akad nikah. Para ulama fikih

mendefinisikan khulu’ sebagai pemisahan diri istri dari suaminya dengan

disertai pemberian ganti 1‘ugi.50

Y
:.:‘ Khulu’ dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dapat
éi.benarkan, seperti suami tidak melaksanakan kewajibannya, memiliki
é:qcat fisik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, atau
%rperilaku buruk, serta alasan lain yang menghambat terwujudnya tujuan
Eerkawinan. Khulu’ dapat dilangsungkan baik dengan persetujuan suami

aupun tanpa persetujuan tersebut. Apabila kesepakatan antara suami dan

As uezing

# Abdullah bin Abdurrahman, Al-Bassam, taudhih al ahkam min Bulugh Al Maram, Terj.

Thahirin dkk, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2006), h. 545

86

‘gSIamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat 11, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

w
& Henderi Kusmidi, Op. Cit, h. 39
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istri tidak tercapai, maka pengadilan berwenang menjatuhkan khulu’

©

terhadap suami.™

>

o Dasar dari bolehnya khulu’ tersebut disyariatkan dalam syari’at

©

Klam berdasarkan firman Allah SWT. terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-

3

gaqarah ayat 229°%:

(=

%! ST of 1 62 2,225 s 1 of 2 B 45
R OIS o > >0 O =

wn - £ U’h y %) _ 9

C//" - PR g CE A= s Z H

A1 L3 Lagle B 36 il Spd Uiy Nl Ras 3 Al 3,05

A - - -

Eey g:a’gf G4 - 88 g B B- /ﬁT};} ;’"&

EAJE‘J UfUJ‘ ) g Ao ..\.x.::.:u.nj Us).\.:.’u}l.éf)d ij\}g_aui z.f\:g

=

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa
keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah,
g%ereka itulah orang-orang yang zhalim.” (Al-Baqarah: 229).53

Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dijalani bukan

ISI @3¢e

Stkadar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, melainkan juga

o1

merupakan amal yang bernilai ibadah. Di dalamnya terkandung ketentuan
=

éan pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga. Inilah yang

IS

‘dimaksud dengan hukum-hukum Allah yang wajib dijalankan.**

1]

ng jo

E Ibid.
% Moh Makmun dan Imam Rofiqin, ‘Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (&udi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)’, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.
3, No. 2 2018), h. 187.

% Kementian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 36
Intan Saziqil Fitri, ‘Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan

Agama B‘a)ndung’, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol.
3, No.1 (2)22), h. 105.
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Kemudian dalam hadits riwayat Bukhari dan Nasa’i dari Ibnu

(@)
Abbas sebagai berikut:

Q)
0///mw\yﬁ\&\&\u;l:—uu\.?"u.’umﬁu.:wbo\]o\d
md S 3T STy als Vs BEINCRC &‘ \ud\ N[b¥

=20 eihas ale o3 dog e 2D GLJ D gz Jus c(ayww
=
C L@.a\ ojﬂ‘j ¢ \JBJJ.: \.AJ.»U ‘V"U
grtmya ‘Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi lalu ia
rkata, 'Sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan
fferilakunya akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam, lalu
Nabi SAW bersabda, 'Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? la
renjawab, 'Ya' lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikannya
dan memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya” (HR. Bukhari dan
Nasa 1). >

+ T\

f

Hadis tersebut menjadi landasan hukum yang menunjukkan bahwa
seorang istri diperbolehkan mengajukan perceraian apabila terdapat hal-hal
dari suaminya yang tidak dapat ia terima atau tidak ia sukai.*®

Didalam buku Syarah Bulughul Maram karya Abdullah Bin
ébdurrahman Al-Bassam yang diterjemahkan oleh Thahirin dkk, bahwa
gfhulu’ didalamnya berlaku lima hukum:
Khulu' makruh hukumnya dengan kondisi suami-istri yang masih
stabil, tidak ada perbedaan dan perselisthan di antara keduanya
berdasarkan hadits riwayat lima imam hadits kecuali An-Nasa'i dari
Tsauban sesungguhnya Nabi SAW, bersabda,

) s w“ﬁcwuu,&wdww}bquowﬁ

Artinya: "Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa
ada sebab, maka haram baginya bau surga.">’

Jrredg uejng yo AJrsIaAru dSIURR[S]

$Abdullah bin Abdurrahman, Op.Cit, h. 547
% Intan Saziqil Fitri, Op.Cit, h. 105.
% Abdullah bin Abdurrahman, Op.Cit, h. 546.
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Haram hukumnya dan tidak sah apabila seorang suami menekan dan
membahayakan istrinya dengan mempersempit atau mencegah haknya
dan hal lainnya untuk menebus dirinya. Khulu' di sini bathil dan
kompensasi ditolak serta perkawinan tetap pada kondisinya, apabila

khulu'tanpa lafazh thalak. Allah SWT berfirman,

Ao
< }}.’: - Z _Z . /w"’°’;: 59}/5/ Teoa .{ﬁ, /a‘z/
2 z ~ -
oed - - £, F ~F  gf aasr o~ I e
4>l . 3 : -
fV%,y‘ Ade - d},gl-.’. Q‘ Y/l U’AM“ L By ‘)”‘“""‘4

. 2 < Z N . ,:’J 4 e
Lot 158555 0f (owd aseza s 08 Syally Sagiles

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mewarisi  perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari
apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara
yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena
boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
kebaikan yang banyak di dalamnya” (Qs. An-Nisa’: 19).%®

Disunahkan bagi suami memenuhi tuntutan istrinya berdasarkan hadits
riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas yang telah penulis paparkan di atas.
Khulu” hukumnya wajib apabila seorang suami melihat sesuatu yang
menuntut ia harus berpisah dengan istrinya karena munculnya
keburukan atau meninggalkan shalat atau puasa wajib serta hal-hal

lainnya. Dan ketika demikian dibolehkan bagi suami untuk menekan

istrinya agar istrinya menebus dirinya.

wsgsie

nery

‘Kementian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 80
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Dibolehkan bagi seorang isteri untuk melakukan khulu’ apabila
seorang isteri tidak menyukai perilaku suaminya atau ia takut berdosa
karena meninggalkan hak suami, sementara apabila seorang isteri
masih menyukai suaminya, maka disunnahkan untuk bersabar.”

ktor Peneyebab Cerai Gugat

NINnY@iw ejdioyeq @ @

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
fentang Perkawinan pasal 33 menyatakan bahwa “(1) Suami wajib
»
Eelindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
é’érumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur
urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan
kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada
Pengadilan”®

Ayat 3 pada pasal 33 tersebut memberikan kesempatan bagi isteri
yang dirugikan untuk mengajukan gugatan jika pasangan lalai
w»

%enjalankan kewajibannya. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa

Eernikahan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga mengandung hak dan

T

tanggung jawab yang harus dipenuhi secara hukum.

Hukum asal khulu’ adalah mubah sepanjang memenuhi syarat-

ISIJATU()

yarat yang ditentukan. Di antara syarat tersebut ialah apabila seorang istri
)
merasa tidak menyukai suaminya, baik karena kondisi fisik maupun sikap
c

e

gan perlakuannya yang kurang baik, serta khawatir tidak mampu

w
Elenjalankan kewajiban dan memenuhi hak-hak suami. Dalam keadaan

-

33

HAbdullah bin Abdurrahman, Op.Cit, h. 547
g_Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

nery w



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep (ul sin} A1ey yninias neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

&

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

h)

?‘-:IB

>

o
)

%0

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

33

demikian, istri diperbolehkan mengajukan khulu’ dengan memberikan

©)

kompensasi atau tebusan kepada suami.®

Selain itu, terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan

rubahan hukum khulu’. Apabila suami mengabaikan ketentuan-

FIweidio ye

tentuan Allah, seperti meninggalkan salat atau pelanggaran agama

innya, maka pelaksanaan khulu’ dapat berstatus wajib. Sebaliknya,

S NgN A

gpabila khulu’ diajukan tanpa adanya alasan atau motif yang dibenarkan,

X

%aka hukumnya menjadi haram.®

c Menurut Damrah Khair, banyaknya permohonan cerai gugat di
pengadilan agama di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
a. Faktor Psikis dan Fisik.%

Faktor psikologis dan kondisi fisik merupakan penyebab utama
terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut
berkaitan langsung dengan stabilitas emosional serta ketenteraman
batin para pihak. Ketenangan jiwa dan keseimbangan batin menjadi
fondasi penting dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga
tercipta suasana keluarga yang harmonis, tertata, serta dilandasi oleh

kasih sayang dan saling pengertian antaranggota keluarga.

Apabila ketenteraman batin dapat dirasakan oleh seluruh

anggota keluarga, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan

Ag uelng yo A31SId3ATUN dIWER[S] 3}e}S

% Khoirul Abror, ‘Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga’, Asas: Jurnal Hukum

EkonomiSyariah, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 28.

AIbid.
% M. Damrah Khair dan Abdul Qodir, Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar

Lampungg'Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 61.
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penuh kenyamanan dan keharmonisan. Sebaliknya, ketika ketenangan
jiwa tidak terwujud, kehidupan rumah tangga cenderung diwarnai oleh
konflik, ketidaknyamanan, dan hilangnya kedamaian, yang pada
akhirnya dapat mengancam keutuhan dan keberlangsungan ikatan
perkawinan.

Faktor Ekonomi.

Dalam Dalam perspektif ajaran Islam, kegagalan suami dalam
memenuhi kewajiban nafkah, baik berupa materi maupun dukungan
ekonomi, dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian.
Kondisi perekonomian yang tidak memadai sering kali menimbulkan
konflik dalam rumah tangga. Dalam Islam, kelalaian suami dalam
memberikan nafkah tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk
nusyuz dari pthak suami, karena ia tidak melaksanakan kewajiban yang
dibebankan kepadanya. Akibatnya, istri tidak memperoleh hak-haknya
sebagai seorang istri, khususnya dalam hal pemenuhan natkah dan
kebutuhan keuangan. Ketentuan mengenai hal ini sejalan dengan

firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 128:

Lzl@ Q‘ L“"r'l“ /CL:; NE L‘o‘fc‘)‘ ‘J)-w L@;ww\o o|</" QJ
‘9—---‘>=> U;_} C»MJ‘\)—“-‘UY‘UPB ‘f\}c\"a'“j | ] ‘

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan
nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan
perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat
kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh)
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sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”
(Qs. An-nisa: 128)%

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa persoalan
ekonomi juga berpotensi menimbulkan konflik dan perselisihan antara
suami dan istri. Kondisi ini dapat berkembang menjadi syigaq, yaitu
perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus dan semakin tajam
dalam hubungan rumah tangga. Salah satu penyebab utama terjadinya
syiqaq adalah faktor ekonomi, yang mendorong terjadinya
pertengkaran dan ketidakharmonisan antara kedua belah pihak.%
Faktor Moral dan Agama

Pemahaman seseorang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Tingkat
keberagamaan mencerminkan ketaatan serta komitmen individu
terhadap ajaran agamanya. Keberagamaan pada hakikatnya tidak
hanya terbatas pada pengetahuan keagamaan, tetapi lebih menekankan
pada penghayatan dan pembentukan komitmen batin, sehingga
menjadi proses internalisasi nilai-nilai agama yang kemudian
diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Dengan demikian, apabila suami mengabaikan kewajiban-
kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam keluarga akibat
lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, hal tersebut
dapat berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Kurangnya

pengamalan ajaran agama secara konsisten akan berimplikasi pada

M J1ieAg uej[ng jo AJISIdAIU() DTWR[S] 3}e}§

wRse

nery

Kementian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 99
‘M. Damrah Khair dan Abdul Qodir, Op.Cit, h. 77
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perilaku dan akhlak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang
seharusnya dijunjung dalam keluarga.66
Menurut Rahmat Fadillah dan Syahruji, tingginya angka perceraian

gat disebabkan salah satunya oleh ketidakmampuan suami dalam

1B W tgmgo NBH 6

ienjalankan kewajibannya terhadap istri. Dalam sebuah rumah tangga,

R

ami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara

& NI

imbang. Kewajiban suami terhadap istri antara lain meliputi
emberikan nafkah, menggauli istri dengan cara yang baik, serta

emenuhi tanggung jawab lain yang mendukung keharmonisan keluarga.

nesy egsn

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya tersebut, istri memiliki hak
untuk menggugat suaminya melalui proses perceraian.®’

Selain itu, alasan lain yang juga sering menjadi penyebab
perceraian adalah krisis akhlak yang dialami oleh suami. Misalnya, suami
yang pulang dalam keadaan mabuk, sering pulang larut malam, atau

fienunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab akibat konsumsi alkohol
o)

1

secara berlebihan. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap

(%)

)

Reharmonisan rumah tangga dan kenyamanan istri.

(2]

5 Perceraian sering kali diajukan oleh istri ketika mereka merasa
<

]

fhengalami penderitaan secara lahir dan batin. Jika sejak awal pernikahan
<

tidak ada rasa cinta yang mendalam, perceraian dianggap sebagai solusi
w

Egrbaik agar istri dapat terlepas dari ikatan perkawinan yang justru
V)

=]

glembawa penderitaan dalam hidupnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan
.

®Ibid., h. 79

%ARahmat Fadillah dan Syahruji, ‘Hak Cerai Bagi Perempuan Dan Faktor Penyebabnya’,

Mitsaqam?Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 3, No.1, (2023), h.

9

nery w
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) Pasal 116 ayat (a) yang

©

menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai
QO

=
apabila pihak lain melakukan perbuatan zina, menjadi pemabuk, pemadat,
©

penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.®

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat merupakan

lah satu bentuk perceraian. Alasan-alasan yang mendasari perceraian ini

8S NgN ! 1w

latur secara jelas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut menjelaskan

hwa, “perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu, antara

1YLy s

ge
=
2

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

yang lain diluar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman

wespfajelg

. yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

120 o

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

ISI9A

. mambahayakan pihak yang lain;
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;

zﬁue&s uejng P 43

bid., h. 11
o Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

8

Islam, pa§il 116.

nery
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f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

r ©
g Q3): pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
b
© o tangga;
3 ©
(= ~—
a g Suami melanggar taklik talak;
Cc
S
§ B Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
i c
2 - rukunan dalam rumah tangga.”
8 o
(=
. Pen@litian Terdahulu.
QO

A Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan

QO
<]

rujukan agar penelitian ini memiliki kejelasan posisi serta tidak menunjukkan

kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti menyajikan

hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Faris Walliyudin, Judul skripsi “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap

Cerai Gugat Akibat Kdrt Menurut Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis
%uusan Nomor 172/Pdt.G/2024/Pa.Js Dan Nomor
o
3500/Pdt.G/2023/Pa.Jb)”. Hasil penelitian penulis menerangkan bahwa
»

E{[ajelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dan mengadili dengan

(@
fhengabulkan rekonvensi penggugat (mantan istri) pada cerai gugat.

<
)
k%[ajelis Hakim Menghukum kepada Tergugat (suami) Dalam putusan ini
lg’glkim melihat dari sebuah kasus cerai gugat pihak tergugat banyak
;;elakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah
%’ngga ini bersifat relatif bukan hanya fisik maupun verbal dengan putusan

duanya hakim juga mempertimbangkan kemudhorotan yang banyak di

nery wisex jii
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timpa oleh isteri.” Perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis ini adalah

©
penelitian yang dilakukan oleh Faris Walliyudin ini mengenai cerai gugat
QO

-~

akibat dari Kdrt menurut persfektif maslahah mursalah dan berfokus pada
©

—

germasalahan Kdrt, sedangkan penulis membahas mengenai penolakan

l;?akim PA Bangkinang dalam menolak permohonan cerai gugat dengan
(=

pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn ditinjau menurut hukum
@)

fslam.

s
W)

Eétari Zulfiana, Judul skripsi: “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna
;arkoba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang
Nomor 74/Pdt.G/2019/MsKsg)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
dalam mengabulkan perkara cerai gugat terhadap suami yang terlibat
penyalahgunaan narkoba adalah karena tergugat terbukti secara sah dan

meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan
w

%ukum, yaitu membeli dan menjual narkotika. Selain itu, majelis hakim

ﬁtga menilai bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat

8

telah berada pada tingkat yang sulit untuk kembali mewujudkan tujuan

(@
Eerkawinan yang bersifat kekal dan bahagia, serta mencerminkan nilai

)

-t
sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1
<

@ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
75

}n

® Faris Walliyudin, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Kdrt

Menurut@erspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/Pa.Js Dan
Nomor 3800/Pdt.G/2023/Pa.Jb), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
2024), h. &

X Utari Zulfiana, “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus

Putusan @Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/MsKsg)”, (Skripsi:
Universitgs' Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. v

nery
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ofd

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini meneliti alasan cerai gugat

©
lkarena Suami Pengguna Narkoba pada Kasus Putusan Mahkamah
QO

S:yar’iyah Kuala Simpang Nomor 74/Pdt.G/2019/Ms-Ksg. Sedangkan

©
penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak cerai gugat

3
pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada
=

persfektif Hukum Islam.

Z
bica Febriyani, judul skripsi “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab

=

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did xeH

=

?'rz?;erj adinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”, Hasil penelitian
genunjukkan bahwa cerai gugat umumnya disebabkan oleh
lfetidakharmonisan rumah tangga akibat perselisihan berkepanjangan,
terutama karena masalah ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami.
Bentuk ketidakbertanggungjawaban tersebut antara lain tidak memberikan
nafkah, meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa kabar, serta tidak
diketahui keberadaannya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga

ﬁenjadi faktor penyebab, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis."

(¢}
Berbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Uca Febriyani ini,

e

meneliti faktor yang dominan penyebab terjadinya cerai gugat di

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|
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js A &)

angkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor.

B L

9/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada persfektif Hukum Islam.

B
#ns

ilam Andrian Sari, judul skripsi “Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan

A8 ue

gama Mamuju Kelas II (Analisi Hukum Islam)”, hasil penelitian

i jrie

B Uca Febriyani, “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di
Pengadilan Agama Kotabumi”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019), h. vi

nery
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menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab tigginya cerai

©

gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II adalah: tidak ada
QO

-~
keharomnisan, pasangan mengabaikan kewajiban, masalah keuangan,
©
penyiksaan fisik, pasangan sering berteriak dengan mengeluarkan kata-
3

kata kasar, tidak setia seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan
=

ozrang lain. Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat yaitu

gbelum memutuskan perkara, majelis hakim menasehit penggugat dan

(2]
-

tergugat saat persidangan dan memperhatikan dengan baik alasana yang
Py

c6:’i'ajukan oleh penggugat.73 Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan
oleh Nilam Andrian Sari meneliti tentang determinasi cerai gugat di
Pengadilan Agama Mamuju Kelas II dengan menggunakan Analisi Hukum
Islam, sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam
menolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn

dengan berfokus pada persfektif Hukum Islam.
W

%lhadi Muhammad Akbar, judul skripsi “Cerai Gugat Akibat Kekerasan
§alam Rumah Tangga” Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat
?kibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang
é;isebabkan oleh berbagai faktor, seperti suami yang berjudi, malas
I%_:kerja, gemar minum minuman keras, menggunakan narkoba,
Erselingkuh, serta menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Dalam
éemutus perkara cerai gugat tersebut, hakim lebih mengutamakan asas

V)
%enghilangkan kemudaratan guna mencegah terjadinya perselisihan yang

<
@@rkepanjangan. Majelis hakim berpandangan bahwa perceraian dapat

L <l
7y

B Nilam Andrian Sari, Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II

(Analisi I?_gﬁkum Islam), (Skripsi: Institut Agama Islam Parepare, 2019), h. x

nery
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dijadikan jalan keluar untuk menghindarkan para pihak dari konflik rumah

©
tangga yang terus berlarut-larut, yang dikhawatirkan akan menimbulkan

g"ampak buruk apabila perkawinan tetap dipertahankan. Hal ini sejalan
%ngan kaidah fikih yang menegaskan bahwa kemudaratan harus
@ihilangkan.”* Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alhadi
I'—giuhammad Akbar meneliti tentang penyebab cerai gugat akibat kekerasan
&@lam rumah tangga, sedangkan penulis menganalisis putusan PA

@)
Bangkinang dalam menolak cerai gugat pada perkara Nomor.

%9/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan berfokus pada persfektif Hukum Islam.

@iuhammad Faqih Ardan Maulana, judul penelitian “Analisis Putusan
Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor:
1567/Pdt.G/Pa.Bbs), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan
hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga didasarkan
pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19
;@ruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
%,lruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan tersebut adalah
garena antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran
%cara berkelanjutan, sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup
Iéikun dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut,

majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak

Q »
@tu ba’in sughra dari tergugat terhadap penggugat. "

uejn

(Skripsi:

Dengan
Nomor:
vii

fé’ Alhadi Muhammad Akbar, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,
Eniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. i

BMuhammad Fagih Ardan Maulana, Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat
Klasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes
1@‘67det.G/Pa.Bbs)”, (Skiripsi: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022), h.

nery w
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Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis Putusan Hakim Dalam

©

Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
QO
-

Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Nomor: 1567/Pdt.G/Pa.Bbs,

©

—

%édangkan sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam

ﬁ_q‘enolak cerai gugat pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA. Bkn
(=

dengan berfokus pada persfektif Hukum Islam.

@)

ﬁarmayanti, Judul Skripsi “Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan

pg
W)

Ejsia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1a Makassar (Studi Putusan
%)Iomor: 2439/Pdt.G/2022/Pa.Mks). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meningkatnya angka cerai gugat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya
tanggung jawab, masalah ekonomi, serta perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi secara terus-menerus sehingga keharmonisan rumah tangga

%’dak terwujud dan sulit untuk dipertahankan. Sementara itu, faktor
o

eksternal berupa perselingkuhan juga berperan besar dalam runtuhnya
»

tkatan perkawinan. Ketika suami menjalin hubungan dengan pihak lain
(@
éan hal tersebut diketahui oleh pasangan, kondisi tersebut sangat
)
-t
Eerpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.76

)
Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab cerai
c

gugat dengan usia perkawinan di Pengadilan Agama kelas 1a Makassar,

11eAg

& Harmayanti, “Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Dengan Usia Perkawinan di

Pengadilgn Agama Kelas la Makassar (Studi Putusan Nomor: 2439/Pdt.G/2022/Pa.Mks),
(Skripsi: gfniversitas Muslim Indonesia Makassar, 2023), h. xii

nery
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UIN SUSKA RIAU

sedangkan penulis menganalisis putusan PA Bangkinang dalam menolak

199/Pdt.G/2025/PA. Bkn dengan

al gugat pada perkara Nomor.
fokus pada persfektif Hukum Islam.

=

© mm k &ipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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S EE METODE PENELITIAN
it b
.2Jenis Penelitian
=
o Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
3

library research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur
-~

un-ﬁug&un 1Bunpuij

atautelaah dokumen.”” Penelitian ini diarahkan untuk menelaah berbagai
Z

Buep

kete,cl_qptuan hukum tertulis serta bahan-bahan hukum lainnya, seperti peraturan
(7))

.y
perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau akad, teori-teori
Py

huk@n, dan pendapat para ahli.’

Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara memahami suatu permasalahan secara
menyeluruh. Maksud dari pengertian menyeluruh tersebut adalah menelaah
dan mengkaji suatu permasalahan dengan sudut pandang serta disiplin ilmu
tertentu. Pendekatan digunakan untuk membantu menentukan aspek atau

Y
bagidn dari objek penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.Dalam melakukan

pen§itian, peneliti menggunakan pendekatan kasus berdasarkan fakta hukum

Pt

yangj telah menjadi putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap,
=

Pt

dengan istilah ratio decidendi yang merupakan pertimbangan hakim terhadap

puttsan.”
(=]
-~
N
=
o
=
f<” Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.
45-46 &

B Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global

Media, 2024), him. 26-27

B Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media

Group, 2805), h. 133-164.

nery
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. Subjek dan Objek Penelitian

r ©
~L. Subjek Penelitian
5
3y x
‘_”g o Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah dokumen putusan
: B
é pada perkara Nomor. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn.
c 3
82. Objek Penelitian
‘g -~
g g Fokus penelitian ini adalah analisis keputusan pertimbangan hakim
5
. grhadap penolakan  cerai gugat pada  perkara = Nomor
(7))
$99/Pdt.G/2025/PA.Bkn.
Py

. Inf«g'man Penelitian

Informan atau narasumber penelitian adalah pihak yang memiliki
pengetahuan dan informasi terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, data
diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama

Bangkinang sebagai narasumber.

Sung'_ber Data
%)

Jenis dan sumber data merujuk pada asal atau sumber diperolehnya

e[s] 33

dataSyang digunakan dalam suatu penelitian.®® Jenis dan sumber data yang
(2}

pen&is gunakan yaitu:

A

m
1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang

teliti, yalitu bahan hukum yang mengikat. Data primer yang dimaksud

egng jo 43

lam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung

Y Juiefs u

£ I Made Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Anak

Hebat Indpnesia, 2006), h.25

nery
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dari hakim Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B berupa putusan hakim

©
dan wawancara secara langsung.

=

Data Sekunder

©

) Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang
3

;Eersumber dari pihak ketiga melalui berbagai cara, seperti peraturan
(o

grundang-undangan, jurnal daring, buku-buku, serta dokumen resmi
)

pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu putusan hakim
(7}

=

%alam perkara cerai gugat.

Tekgik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan
melalui studi kepustakaan, telaah dokumen, serta peninjauan arsip terhadap
berbagai sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun
tersier, termasuk juga bahan non-hukum yang relevan. Penelusuran sumber-

sumber tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menelaah, mengamati,
5

ataui‘nendengarkan berbagai referensi, baik yang tersedia dalam bentuk media
1]

[

. . 1
cetag maupun melalui akses internet.®

Pt

(2}
S Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga metode utama dalam

Pt v

<
pengumpulan data, yaitu:¥
2]

I

1. gtudi Pustaka
g Studi pustaka adalah kegiatan menelaah berbagai informasi hukum
értulis yang berasal dari beragam sumber yang dipublikasikan secara luas.
Ehada tahap ini peneliti membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang

N
»

Muhaimin, Op.Cit., h. 65.
Thid.

wRsie
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relevan dengan topik penelitian, kemudian memilih data yang sesuai untuk

©

digunakan dalam analisis.
)

> 3
Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan penelaahan terhadap informasi hukum

w exd

tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, namun dapat diakses oleh
=
éhak tertentu seperti hakim, peneliti hukum, atau para ahli. Informasi

grsebut biasanya bersifat lebih khusus dan mendalam.

=

Studi Arsip

2

e Studi arsip adalah pengkajian terhadap berbagai catatan atau

dokumen tertulis mengenai peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa
hukum, yang memiliki nilai historis dan disimpan secara khusus sebagai
bahan rujukan. Arsip dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, maupun
dokumen lainnya.

Selain ketiga metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan teknik
W

Lol

peng%mpulan data pendukung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

-

untugmemperkuat hasil penelitian.

58
=
&. Teknik Analisis Data
5
E Analisis data dalam penelitian ini bersifat konten analitis. Data yang
2]

dike#npulkan dari berbagai sumber hukum, baik itu hukum primer maupun
Q

LY

sekufider, akan dianalisis secara mendalam untuk memahami alasan-alasan

yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, seperti yang tertulis
wn
<

dala@] putusan pengadilan agama yang menjadi fokus penelitian ini. Analisis
-~

ini @encakup penelaahan terhadap isi putusan hakim, peraturan perundang-

I

nery w
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%slagg; secara normatif yang menjadi dasar untuk menilai sejauh mana
=1

;pertumbangan hakim sesuai dengan tujuan syariat Islam. Melalui pendekatan
5

§|n| T:penelltlan ini berupaya memberikan gambaran yang jelas dan logis
giner%enai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut
%nen%rut pandangan hukum Islam.

O

@

ik Penulisan

Setelah data yang diperoleh dianalisis, penulis kemudian menguraikan

=
nely eXEns N

dan menyajikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Deduktif adalah metode penulisan yang diawali dengan
pemaparan prinsip atau pendapat yang bersifat umum, kemudian dianalisis

untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

=

Metode deskriptif analitis dilakukan dengan cara memaparkan data yang

w
éiperoleh sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya sehingga dapat
(¢}

L)
disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

nery wisey JrredAg uejpng jo AJISIdAIU) drwe
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istematika Penulisan

- Untuk memudahkan pembahasan serta memperoleh gambaran yang

V)

egd

ol

nery wisey| ;ue&sﬁ!e;[ng Jo A31sIdArun agweEI ajelg

<

tuhﬁan terpadu mengenai kajian ini, penulis menyusun sistematika penulisan

ian sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Pendahuluan yang mencakup berbagai aspek mendasar
dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, pembatasan
masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian.
LANDASAN TEORI

menyajikan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori atau
kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian ini.
METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian,
pendekatan penelitian, subjek daln objek penelitian, informan
penelitian, sumber data, Teknik pengumpulaln data, teknik analisis
data, teknik penulisaln data, sistematika penulisan.
PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang
berisi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai gugat
pada penetapan NO. 199/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tinjauan hukum
Islam terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor
199/Pdt.G/2025/PA .Bkn, dan analisis penulis
KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan

skripsi ini yang terdiri dan kesimpulan, saran dan penutup.
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©

e KESIMPULAN DAN SARAN

>

esimpulan

=

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan Nomor
3

£99/Pdt.G/2025/PA.Bkn, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim
=

dalam menolak gugatan cerai gugat didasarkan pada ketidakmampuan
Z

génggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai
1)

ay;ianya perselisthan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus
Py
serta perpisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan sebagaimana
c

ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan
rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai
pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Keterangan para saksi dinilai
tidak memenuhi syarat materil karena tidak relevan dan bersifat de auditu,
sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Selain itu, perkara

w
il diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir di persidangan, yang
(¢}

menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
»

éiamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur
(@
mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, hakim beralasan hukum untuk
fenolak gugatan cerai, mengingat syarat substantif perceraian belum
<

®rpenuhi dan asas mempertahankan keutuhan rumah tangga masih
w

=)
drutamakan.
2]
= |

Balam Dalam pandangan hukum Islam, perceraian sebenarnya bukan
V)

aijuan, melainkan jalan terakhir setelah semua upaya damai tidak lagi

A
éerhasil. Al-Qur’an melalui Surah An-Nisa’ ayat 35 menegaskan
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pentingnya mendamaikan suami istri sebelum memutuskan berpisah.

©
Karena itu, Islam selalu mendorong penyelesaian konflik rumah tangga
QO

g:cara baik-baik melalui mediasi dan nasihat. Namun, jika suami terbukti
=
mengabaikan kewajiban, seperti tidak memberi nafkah atau melakukan

perbuatan maksiat seperti berjudi, maka istri berhak meminta cerai. Hal ini
=
sgjalan dengan kaidah “adh-dhararu yuzal” yang berarti segala bentuk

Z
kemudaratan harus dihilangkan. Dalam konteks ini, perbuatan suami jelas
(=

%tenimbulkan mudarat bagi istri dan mengancam keharmonisan rumah
%Jngga. Meskipun hakim menolak gugatan karena alasan bukti yang belum
gukup dan masa pisah rumah yang belum memenuhi syarat, secara
substansi hukum Islam sebenarnya alasan cerai tersebut sudah kuat. Islam
lebih menekankan pada keadilan dan kemaslahatan daripada sekadar aspek
formal pembuktian. Oleh sebab itu, jika rumah tangga sudah tidak lagi

menghadirkan ketenangan, keadilan, dan kasih sayang, maka perceraian

dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat bagi kedua pihak.

)

Sarz?n

»

[

o
1. PBiharapkan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian

(2}

@nantiasa memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, terutama

<
aillam menilai kekuatan alat bukti dan kesaksian saksi. Hakim juga perlu

ot
-

Elemastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara objektif dan

w
menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan

-
»

Eebenaran materiil. Selain itu, bagi pihak penggugat, penting untuk
<

V)
mempersiapkan alat bukti yang kuat dan relevan sesuai ketentuan hukum

acara agar permohonan perceraian tidak ditolak karena kekurangan bukti.

I
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2. Dalam pandangan hukum Islam, setiap pasangan yang bersengketa

UIN SUSKA RIAU

ah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Hakim juga perlu berpegang
a prinsip magqasid al-syari‘ah agar putusan yang diambil adil dan

baiknya lebih mengutamakan perdamaian dan mediasi sebelum bercerai.
gadilan Agama diharapkan memperkuat peran mediator agar masalah

embawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

=) = gl
© Bakaliptd miBk UEN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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REKOMENDASI
NOMOR: 293/SEK.PA.W4-A3/SKET.HM2.1.4/VII/2025

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

DARN PERGUMFULAN DATA URTUR BAHAN SRRIFSI
Sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang setelah membaca surat Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/5617/2025
tertanggal 03 Juli 2025 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini memberikan
rekomendasi/izin penelitian kepada:

1. Nama : AIDIL AKBAR

2. NIM 112220115134

3. Program Studi  : Hukum Keluarga Islam

4, Jenjang 151

5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
6. Lokasi : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

7. Judul Penelitian :

“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
TERHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DITINJAU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM™

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam
Penelitian yvang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya
dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung
terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan sampai dengan
jangka walktu 3 bulan.

3. Sepala bentuk publikasi, dokumentasi dan lainnya dalam bentuk
apapun, wajib meminta konfirmasi/ izin pimpinan,

4, Menyerahkan Hasil Riset vang telah di Publish,

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 8 Juli 2025
Sekretaris
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